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ABSTRAK

Penertiban tanah terlantar yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional
merupakan suatu upaya untuk menghindari tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan
atau tidak dipergunakan secara sengaja oleh pihak pemegang hak atas tanah Hak
Milik agar kembali berfungsi sosial. Bentuk kewenangan Badan Pertanahan
Nasional dalam penertiban terhadap tanah terlantar ini adalah dapat diterbitkannya
Surat keputusan yang dapat mencabut hak atas tanah Hak Milik sebagai bentuk tidak
melaksanakan kewajiban terhadap tanahnya. Penelitian hukum ini akan
menggunakan pendekatan pendekatan Undang-undang dan konseptual untuk
mendapatkan solusi terhadap isi hukum yang sedang dikaji. Tujuan dari penelitian
hukum ini adalah untuk membangun sebuah pemikiran dan kerangka hukum dalam
memperkuat pelaksanaan sistem penertiban tanah hak milik yang terlantar di
Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ini adalah metode normatif dengan
pendekatan konseptual. Temuan hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa
terdapat beberapa tahapan dalam proses hingga penetapan menjadi tanah hak milik
yang terlantar serta dalam prosesnya besar kemungkinan terdapat cacat prosedur
yang artinya pihak bekas pemegang hak atas tanah Hak Milik dapat mengajukan

upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci : Kewenangan BPN, Tanah Terlantar, Upaya Hukum
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ABSTRACT

Control of neglected land by the national anabolic body constitutes an effort
to steer clear of land that is either untapped or deliberately used by owners of
property-rights rights to return to social function. The government's regulation of the
establishment of the land of the land was based on the issuance of a decree that
could dispossess the land as a form of disrespect for its land. This legal study will
use a legal and conceptual approach to find solutions to the contents of the law being
considered. The purpose of this law research is to establish a legal mind and
framework in strengthening the establishment of neglected property-rights systems
in Indonesia. The research method used is the normative method with a conceptual
approach. The findings of the study revealed that there were steps in the process that
led up to the establishment of negleted property rights and that in the process there
was a very likely defect of the procedure in which the former possession-rights

parties could file a legal protection through state administration courts.

Keywords: BPN Authority, Neglected land , Legal Protection
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